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Abstract 
Bojonegoro Regency is an oil and gas producing area with a total APBD of Bojonegoro 
Regency reaching 7.4 trillion, most of the budget comes from oil and natural gas products. 
However, the Human Development Index (HDI) achievement in Bojonegoro Regency is in the 
fifth lowest position in East Java due to the low quality of education in Bojonegoro Regency. 
The policy taken by the government to overcome this problem is the Ten Scholars 
Scholarship Program Per Village, which is expected to increase the interest of the people of 
Bojonegoro in continuing their education at university. This research aims to understand the 
cause and effect of the policy process for the Ten Scholars Per Village scholarship program 
in Bojonegoro Regency in overcoming the low quality of human resources in Bojonegoro 
Regency. This research uses a descriptive qualitative method with data sources obtained 
from the results of field studies through interviews, observation, and documentation 
techniques. The results of this research are that the Ten Scholars Per Village scholarship 
program in Bojonegoro Regency has been implemented by Perbup Number 17 of 2023. 
However, there are several obstacles to its implementation. The existence of this program 
policy can have a positive impact on increasing the HDI achievement of Bojonegoro Regency 
from medium scale to high scale. 
Keywords: Policy Analysis, Programs, Scholarships. 
 

Abstrak 
Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi memiliki total 
APBD Kabupaten Bojonegoro mencapai 7,4 triliun yang sebagian besar anggaran 
bersumber dari hasil minyak dan gas bumi. Namun capaian Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di Kabupaten Bojonegoro menempati posisi lima terendah di Jawa Timur karena 
rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan yang di ambil 
pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan Program Beasiswa Sepuluh 
Sarjana Per Desa yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat Bojonegoro 
untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran sebab akibat proses kebijakan program beasiswa Sepuluh Sarjana 
Per Desa di Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi rendahnya kualitas sumber daya 
manusia di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 
dengam sumber data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa program beasiswa Sepuluh 
Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan Perbup 
Nomor 17 Tahun 2023, meski terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya 
namun dengan adanya kebijakan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan 
capaian IPM Kabupaten Bojonegoro dari skala sedang menjadi skala tinggi.  
Keywords: analisis kebijakan, program, beasiswa.  
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1. Pendahuluan 

Pe lndidikan melrupakan aspelk paling pe lnting dalam melningkatkan indelks 

pelmbangunan manusia disuatu daelrah, sudah se lme lstinya jika masyarakat me lnge ldelpankan 

pelndidikan selbagai upaya me lningkatkan kualitas diri (H. Delndi, 2020). Mellalui pe lndidikan 

se lorang dapat melngasah ke lmampuan yang dimiliki dalam bidang te lrte lntu, selrta dalam 

me lne lmpuh pelndidikan se lorang le lbih banyak me lndapatkan pelngalaman yang tidak bisa 

didapatkan ditelmpat lain (Muvid, 2022). Se ltiap warga ne lgara be lrhak me lnelmpuh pe lndidikan 

se lpelrti halnya yang te lrcantum dalam pe lmbukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

me lnjellaskan bahwasannya tujuan dari bangsa Indonelsia ialah “melnce lrdaskan kelhidupan 

bangsa” yang dapat kita upayakan de lngan me lningkatkan kualitas se lrta mutu pe lndidikan 

yang ada di Indone lsia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 te lntang Siste lm Pe lndidikan 

Nasional Pasal 46 yang me lnye lbutkan bahwa pe lndanaan pelndidikan me lnjadi tanggung 

jawab belrsama antara Pelme lrintah, Pelme lrintah Daelrah dan masyarakat. Pe lme lrintah 

me lmiliki we lwe lnang untuk me lmbantu se lrta me lmbiayai prosels pe lnye lle lnggaraan pe lndidikan 

bagi seltiap warga nelgara indonelsia delngan me lmbuat program ke lbijakan dalam bidang 

pelndidikan (Kusnandar, 2018; Nurhayati & Yuliani, 2022). 

Ke lbijakan publik me lrupakan instrume ln utama pe lme lrintah untuk me lme lcahkan 

be lrbagai masalah dan me lmpe lrbaiki kondisi ke lhidupan masyarakat (Bahtiar & Munandar, 

2021; Hariyoko, 2022). Dalam pelrumusan ke lbijakan pelrlu adanya prose ls analisis kelbijakan 

guna me lnge ltahui selbab akibat suatu kelbijakan dibuat (Telnga e lt al., 2023). Ke lbijakan 

me lrupakan se lbuah ke lputusan yang diambil be lrdasarkan solusi yang paling re lle lvan untuk 

me lnye lle lsaikan masalah sosial yang ada (Pange lstu, 2024). Jika se lbuah program ke lbijakan 

tidak diselrtai delngan analisis kelbijakan tidak me lnutup ke lmungkinan bahwa  ke lbijakan yang 

dibuat tidak dapat melnjawab atas masalah yang ada, bahkan dapat me lnimbulkan masalah 

yang baru (Raphae ll, 2015). Prose ls pe lngkajian te lrhadap ke lbijakan publik yang me lmbahas 

me lnge lnai urge lnsitas masalah publik selrta alte lrnatif solusi yang diwarkan dalam belntuk 

ke lbijakan dinamakan analisis kelbijakan (Zulkarnain, 2017). Dunn menjelaskan bahwa 

analisis kelbijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial telrapan yang me lnggunakan be lrbagai 

macam me ltode l pelne llitian dan argume ln untuk me lnghasilkan dan me lmindahkan informasi 

yang re lle lvan delngan ke lbijakan, selhingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka 

me lme lcahkan masalah-masalah ke lbijakan. Analisis ke lbijakan publik (public policy analysis) 

me lrupakan upaya untuk me lnce lgah ke lgagalan dalam pelme lcahan masalah me llalui ke lbijakan 

publik. 
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Ke lbijakan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pe lr De lsa di Kabupate ln Bojonelgoro 

me lrupakan program pe lmbe lrian bantuan belasiswa yang dibelrikan ke lpada masyarakat tidak 

mampu yang se ldang me lnelmpuh pe lndidikan tinggi. Program ini didasari ole lh masalah sosial 

e lkonomi yang muncul, dilihat dari relndahnya kualitas sumbe lr daya manusia yang ada di 

Kabupateln Bojone lgoro (Badan Pusat Statistik Provinsi Bojone lgoro, 2022). Untuk me lngatasi 

re lndahnya kualitas SDM di Bojonelgoro Pe lme lrintah Kabupateln Bojone lgoro me lmbuat 

ke lbijakan Program Be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pe lr De lsa. Awal mulanya program be lasiswa ini 

be lrnama Belasiswa Dua Sarjana Satu Delsa yang  diatur dalam Pelrbup Nomor 34 Tahun 2019 

namun saat ini tellah me lngalami Pelrubahan selbanyak elmpat kali yaitu Pelrubahan Pe lrtama 

delngan Pe lrbup Nomor 5 Tahun 2020, Ke ldua Pe lrbup Nomor 33 Tahun 2020, Ke ltiga Pe lrbup 

Nomor 52 Tahun 2021, dan Pelrubahan yang ke le lmpat adalah Pelrbup Nomor 17 Tahun 2023 

yang masih digunakan sampai delngan saat ini. 

Pe lrlu dike ltahui bahwasannya Pe lme lrintah Kabupateln Bojone lgoro me lrupakan daelrah 

yang me lmiliki total Anggaran Pe lndapatan Be llanja Daelrah (APBD) se lbe lsar 7,4 triliun yang 

me lne lmpati posisi telrtinggi ke ldua di Jawa Timur se lte llah Surabaya. Jika dilihat dari indelks 

pelmbangunan manusia delngan APBD se lbe lsar itu bisa dikatakan jika Indelks Pe lmbangunan 

Manusia (IPM) yang ada di Bojonelgoro masih cukup re lndah dibandingkan de lngan 

Kabupateln/Kota yang lain delngan APBD dibawah Kabupateln Bojone lgoro. Hal ini telntu 

me lnjadikan fokus telrse lndiri Pelme lrintah Kabupateln Bojonelgoro untuk me lngatasi re lndahnya 

IPM yang ada di Bojonelgoro. Pe lnilaian IPM di se ltiap daelrah dapat dinilai dari tiga indikator 

diantaranya melliputi indelks ke lse lhatan yang dapat diukur dari rata-rata harapan hidup, 

indelks pe lndidikan dapat diukur me llalui harapan lama se lkolah dan rata-rata lama se lkolah, 

dan aspelk e lkonomi yang diukur dari nilai daya belli (Badan Pusat Statistik Kabupateln 

Bojone lgoro, 2023). Angka harapan lama selkolah di Kabupateln Bojonelgoro hanya me lncapai 

12,84 Pe lrse ln se lme lntara rata-rata lama se lkolah di Kabupateln Bojonelgoro 7,43 Pe lrse ln 

se lpanjang tahun 2022 (Farida elt al., 2021). 

Data telrse lbut me lnunjukkan masih banyaknya anak-anak di Kabupate ln Bojonelgoro 

yang be llum me lndapatkan akse ls dan ke lse lmpatan pelndidikan yang layak. Re lndahnya capaian 

IPM di Bojonelgoro me lnjadi indikator kuat bahwa pelmbangunan di selktor pe lndidikan 

tampak kurang diPe lrhatikan. Hal ini telntu me lnjadikan fokus te lrse lndiri bagi Pelme lrintah 

Kabupateln Bojonelgoro untuk me lngatasi re lndahnya IPM yang ada di Bojonelgoro. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk me lngatasi re lndahnya kualitas pe lndidikan yang ada di 

Bojone lgoro ialah delngan me lningkatkan mutu pelnye lle lnggaran pe lndidikan agar dapat 

me lnumbuhkan ke lsadaran masyarakat untuk me llanjutkan pelndidikan ke l je lnjang yang le lbih 
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tinggi. Be lrdasarkan data yang dike lluarkan ole lh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupateln 

Bojone lgoro be lrada diurutan lima telre lndah di Jawa Timur yang me lngindikasikan bahwa 

pelrtumbuhan IPM Bojone lgoro se llama e lmpat tahun te lrakhir me lngalami ke lte lrlambatan. 

Program Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa diarahkan untuk me lngatasi masalah re lndahnya 

capaian IPM di Kabupate ln Bojonelgoro. Analisis se lbab akibat suatu ke lbijakan dirumuskan 

untuk me lnge ltahui se ljauhmana program te llah me lncapai tujuan yang diteltapkan delngan 

me lnggunakan mode ll analisis ke lbijakan Dunn (2017). Ada lima tahapan prosels analisis 

ke lbijakan, diantaranya Pe lrumusan masalah, Pe lramalan masa de lpan, re lkome lndasi ke lbijakan, 

pelmantauan ke lbijakan, dan elvaluasi kine lrja ke lbijakan. Pelrumusan masalah (problelm 

structuring/policy problelm) untuk prose ls idelntifikasi pelmangku ke lbijakan. Tahap 

me lramalkan masa de lpan ke lbijakan (forelcasting policy futurel) untuk me lmbuat informasi 

aktual te lntang situasi sosial di masa delpan. Tahap relkome lndasi ke lbijakan (prelscribing 

Prelfe lreld Policie ls) me lrupakan prosels me lncarikan altelrnatif ke lbijakan me llalui re lkome lndasi  

ke lbijakan yang sudah disusun. Tahap me lmantau hasil ke lbijakan (monitoring policy 

outcomels) me lrupakan prose ldur analisis ke lbijakan yang digunakan untuk me lmbe lrikan 

informasi te lntang se lbab akibat ke lbijakan publik, pe lmantauan melnye llidiki hubungan antara 

pellaksanaan ke lbijakan dan hasil yang diamati maka pelmantauan me lrupakan sumbe lr 

informasi utama me lnge lnai ke lbelrhasilan upaya pelne lrapan kelbijakan. Tahap pelnilaian 

kine lrja ke lbijakan (elvaluation policy Pelrformance l) tahap dimana elvaluasi me lngacu pada 

produksi informasi te lntang nilai atau manfaat dari hasil ke lbijakan (Nurul Fika, 2023). 

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, prose ls pelnyaluran dana BOS yang 

be llum telrimple lme lntasi delngan baik kare lna banyak selkolah yang me lnge lluh akibat 

ke lte lrlambatan prose ls pelncairan dana BOS menjadi penghambat dalam proses peningkatan 

IPM (Christiana Tinggogoy, 2019). Pe lngimple lme lntasian program belasiswa KIP-K di 

Unive lrsitas Diponelgoro te lrdapat belbelrapa ke lndala yaitu selpe lrti minimnya transparansi 

informasi, inkonsistelnsi pelncairan dana, dan alur birokrasi yang be lrtingkat-tingkat (Aidah, 

2022). Serta E lfe lktivitas Program Dua Sarjana Satu De lsa bagi Mahasiswa tidak mampu di 

Ke lcamatan Dandelr Kabupateln Bojone lgoro me lne lmukan bahwa te lrdapat partisipasi 

masyarakat te lrhadap program be lasiswa Dua Sarjana Satu Delsa di Kabupateln Bojonelgoro 

masih bellum optimal, pada pellaksanaannya te lrgolong baik dan tingkat ke lsadaran akan 

pelntingnya pe lndidikan bagi masyarakat masih re lndah (Aisyah Wanda, 2022).  

Kajian pelnyaluran dana be lasiswa juga me lnjadi ke lsamaan lain dalam re lse larch ini. 

Namun yang me lmbe ldakan pelne llitian ini belrfokus pada tahapan pelrumusan suatu ke lbijakan 

me lnggunakan mode ll analisis ke lbijakan. Delngan me lnggunakan modell analisis ke lbijakan 
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diharapkan dapat melngidelntifikasi prosels pellaksanaan ke lbijakan program be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pe lr De lsa di Kabupateln Bojonelgoro me lngacu pada Pe lrbup Nomor 17 Tahun 

2023, se lhingga pelne llitian ini dapat digunakan acuan untuk me lnilai selbelrapa e lfe lktif 

ke lbijakan program Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojone lgoro dalam me lngatasi 

re lndahnya capaian IPM di Kabupateln Bojonelgoro. 

 

2. Metode  

Jenis pelne llitian yang digunakan adalah pelne llitian kualitatif dengan me lnggunakan 

pelndelkatan delskriptif. Fokus pe lnellitian yang diambil dalam penelitian program be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa telrhadap pelningkatan Indelks Pe lmbangunan Masyarakat (IPM) di 

Kabupateln Bojonelgoro. Fokus pelne llitian ini akan dikaji me lnggunakan te lori analisis 

ke lbijakan me lnurut Dunn (2017) de lngan me lnggunakan lima indikator utama yaitu 

Pe lrumusan masalah ke lbijakan (policy problelm), Pe lramalan masa delpan ke lbijakan 

(fore lcasting policy futurel), re lkome lndasi ke lbijakan (prelscribing Prelfe lreld Policiels), 

pelmantauan hasil ke lbijakan (monitoring policy outcomels), se lrta e lvaluasi nilai ke lbijakan 

(e lvaluation polcy prformance)l. 

Pengambilan data menggunakan purposivel sampling karena peneliti sudah memiliki 

pemetaan narasumber yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menkankan 

delngan hanya me lmilih informan-informan pe lne llitian yang dianggap me lmiliki pelnge ltahuan 

le lbih banyak telrkait masalah yang akan dite lliti, dimana tujuannya untuk me lndapatkan 

informasi yang akurat dalam pellaksanaan program ke lbijakan be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr 

De lsa ini. Informan dalam pelne llitian melliputi Kelpala Sub Bagian Pelre lncanaan Badan 

Pe lre lncanaan Pelmbangunan Daelrah Kabupateln Bojonelgoro, Ke lpala Sub Bagian Pellaksanaan 

Dinas Pelndidikan Kabupateln Bojonelgoro, dan Ke lpala Bagian Fungsional Pranata Komputelr 

Badan Pusat Statistik Kabupateln Bojonelgoro. Data dalam pelnellitian ini dipelrole lh dari studi 

lapangan me llalui te lknik wawancara, obse lrvasi se lrta dokume lntasi. Model analisis data yang 

digunakan adalah model dari (Miles et al., 2014) me lnggunakan analisis data mellalui re lduksi 

data pada data yang sudah didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan, pelnyajian data 

dilakukan dengan menampilkan data secara visual lebih baik, dan pelnarikan ke lsimpulan 

sejalan dengan temuan di lapangan dan analisis yang dilakukan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

De lngan me lngacu pada Pe lrbup Nomor 17 Tahun 2023 te lntang Be lasiswa Pre lstasi 

Pe lndidikan Tinggi yang telrdapat didalamnya program Be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di 
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Kabupateln Bojonelgoro, maka pelrlu dilakukannya analisis kelbijakan telrhadap program 

Be lasiswa Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojone lgoro untuk me lnge ltahui apakah kelbijakan 

dilaksanakan selsuai delngan ke lte ltuan yang tellah dibuat selrta untuk me lnge ltahui se ljauhmana 

ke lbijakan tellah me lncapai tujuan yang dite ltapkan. Delngan be lgitu Pe lme lrintah se llaku 

pelmangku ke lbijakan yang diwakili ole lh Ke lpala Dae lrah diharapkan mampu me lnganalisis 

delngan te lpat selbab akibat suatu ke lbijakan yang akan dibuat agar dapat melncapai hasil yang 

diharapkan (Bahtiar & Munandar, 2021) sebagai berikut: 

a) Perumusan Masalah 

Pe lrumusan masalah atau age lnda seltting melrupakan tahap yang paling krusial dalam 

Pe lrumusan ke lbijakan (Pange lstu, 2024), karena dalam tahap ini para pelmangku ke lbijakan 

diharapkan dapat melngidelntifikasi masalah publik yang muncul dalam lingkungan sosial 

masyarakat de lngan me lnganalisis pelnye lbab telrjadinya isu mellalui asumsi, pandangan selrta 

diagnosel masalah yang ada (Marsitadelwi, 2022; Fe lrnandelz e lt al., 2024). Isu-isu sosial yang 

dapat melnjadi masalah publik yang be lrdampak te lrhadap pelmbangunan daelrah Kabupateln 

Bojone lgoro yang mendasari kelbijakan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di 

Kabupateln Bojonelgoro tak le lpas dari unsur politik yang ada. Pelme lrintah sangat be lrpelran 

pelnting dalam pelrumusan ke lbijakan yang belrhubungan de lngan arah pelmbangunan daelrah 

se lbagai pelmbuat ke lbijakan atau policy makelr (Muadi elt al., 2016). Untuk me lwujudkan visi 

pelmbangunan daelrah te lrse lbut Pelme lrintah Kabupateln Bojonelgoro me lnyusun visi misi ke lpala 

daelrah yang te lrtuang dalam RPJMD Kabupate ln Bojone lgoro pe lriode l 2018-2023, dan salah 

satu program prioritas ke lpala daelrah dalam me lningkatkan kualitas SDM yang be lrke llanjutan. 

APBD Kabupateln Bojone lgoro yang me lncapai angka 7,4 triliun be lrada diposisi telrtinggi 

ke ldua di Jawa Timur tahun 2023, namun be lrdasarkan data dari BPS capaian IPM Kabupateln 

Bojone lgoro me lne lmpati urutan lima te lre lndah di Jawa Timur. Re lndahnya capaian IPM di 

Bojone lgoro me lnjadi indikator kuat bahwa pelme lrataan pelmbangunan daelrah di Kabupateln 

Bojone lgoro masih be llum maksimal. Kurangnya pe lme lrataan pelmbangunan di Kabupateln 

Bojone lgoro dapat diatasi mellalui pelningkatan mutu pelndidikan delngan cara melnye ldiakan 

layanan pelndidikan yang me lrata se lhingga minat se lkolah bagi masyarakat le lbih tinggi. 

Re lndahnya capaian IPM dalam selktor pe lndidikan melnjadi faktor bahwa pelmbangunan 

daelrah di se lktor pe lndidikan masih be llum me lrata. Hal ini telntu me lnjadi masalah pelme lrintah 

daelrah untuk se lge lra diatasi agar tidak belrdampak te lrhadap kualitas pelmbangunan daelrah 

dimasa melndatang (Hariyoko et al., 2022). 

b) Peramalan Masa Depan 

Pe lramalan masa delpan ke lbijakan (forelcasting policy) me lrupakan tahap dalam 
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Pe lrumusan ke lbijakan publik yang me lmpre ldiksi arah masa de lpan ke lbijakan (Jailani, 2023). 

Dalam pelramalan ke lbijakan telrdapat prosels untuk me lngkaji informasi telrkait masalah 

ke lbijakan yang tellah dirumuskan se lbe llumnya dalam agelnda seltting (Kalalinggi elt al., 2023). 

Kabupateln Bojonelgoro me lrupakan daelrah yang dapat melnyumbang 30% ke lbutuhan minyak 

nasional dan kawasan Kabupateln Bojone lgoro te llah me lnjadi kawasan tambang yang 

me lnghasilkan minyak dan gas bumi (Joko, 2004). Pre ldikat daelrah pe lnghasil minyak de lngan 

APBD te lrtinggi ke ldua di Jawa Timur, Kabupate ln Bojonelgoro masih be llum dapat dikatakan 

se lbagai kabupateln yang dapat melncapai pelme lrataan pelmbangunan di selgala bidang. APBD 

yang dimiliki Kabupateln Bojonelgoro dengan capaian IPM Kabupateln Bojonelgoro be lrada di 

skala re lndah dan melnduduki posisi lima te lre lndah di Jawa Timur. De lngan banyaknya 

cadangan minyak dan gas bumi (Migas) yang me lmliki nilai jual tinggi melmbe lrikan pelngaruh 

te lrhadap pelncapaian sasaran pelmbangunan yang ada di Bojonelgoro. Re lndahnya capaian IPM 

Kabupateln Bojonelgoro menyebabkan daya saing Bojone lgoro me lnjadi re lndah. Pada saat ini 

sumbe lr daya alam Kabupaten Bojonelgoro masih belum memberikan manfaat untuk 

ke lse ljahtelraan jangka panjang bagi masyarakat (Ariyanti & Budi, 2013). 

Kabupateln Bojonelgoro diharapkan tidak hanya belrgantung te lrhadap SDA yang 

dimiliki, karena  tidak akan be lrtahan lama dan tidak dapat diPelrbarui lagi. Lapangan Banyu 

Urip memiliki cadangan minyak yang dipelrkirakan akan habis pada 15 tahun me lndatang. 

Pemerintah Kabupaten Bojonelgoro harus mulai berfokus pada sumbe lr daya manusia untuk 

me lnghadapi tantangan pelrke lmbangan daelrah di masa melndatang. Untuk melnyiapkan 

ge lne lrasi yang mampu be lrdaya saing global Pe lme lrintah Kabupateln Bojone lgoro me llakukan 

pelningkatan kualitas sumbe lr daya manusia me llalui ke lbijakan program pe lmbe lrian bantuan 

pendidikan melalui belasiswa untuk masyarakat tidak mampu di Kabupateln Bojonelgoro yang 

se ldang me lnelmpuh pe lndidikan tinggi. Program Be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa di 

Kabupateln Bojonelgoro, pada tahun 2027 akan me lnce ltak 4.300 lulusan sarjana belrbasis delsa 

yang unggul dan belrkompe lteln untuk me lmajukan pelmbangunan daelrah. 

c) Rekomendasi Kebijakan 

Dunn (2017) beranggapan bahwa dalam analisis ke lbijakan juga berkaitan dengan 

wacana yang dimunculkan dalam kebijakan (prelscription in policy analysis) dengan melngubah 

informasi te lntang hasil ke lbijakan yang diharapkan dalam prosels Pe lramalan me lnjadi 

informasi telntang ke lbijakan yang diinginkan atau selring diselbut re lkome lndasi kelbijakan 

(He lrdiana, 2019). Pre ldiksi melnge lnai konselkue lnsi di masa melndatang telrkait masalah 

re lndahnya IPM di Kabupateln Bojonelgoro maka re lkome lndasi ke lbijakan yang diharapkan 

dengan meningkatkan kualitas SDM me llalui bidang pelndidikan. Pada tahun 2022 jumlah 

http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/$$$call$$$/grid/issues/future-issue-grid/edit-issue?issueId=556


JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) Vol 9 No 2 
E-ISSN 2460-1586 

179 

lulusan sarjana di wilayah pinggiran Kabupateln Bojone lgoro masih minim dilihat dari 

lambatnya ke lnaikan angka harapan lama se lkolah dan rata-rata lama se lkolah. Hal ini lantaran 

banyaknya anak yang putus se lkolah kare lna kondisi elkonomi, dan juga kurangnya akse ls bagi 

masyarakat untuk me lndapat informasi dari pusat kabupate ln ke l delsa, serta Re lndahnya 

pelndapatan ke lluarga se llalu me lnjadi kelndala untuk me llanjutkan pe lndidikan.  

 
Gambar 1. Capaian IPM Aspek Pendidikan (Sumbe lr: BPS Kab.Bojone lgoro., 2023) 

Lambatnya pelrtumbuhan angka harapan lama se lkolah di Kabupateln Bojone lgoro pada 

4 tahun telrakhir dikarenakan Program Be lasiswa Dua Sarjana Satu Delsa yang mulai 

dilaksanakan awal tahun 2019 be llum cukup me lmbe lrikan pelngaruh te lrhadap kelmajuan mutu 

pelndidikan yang ada di Bojonelgoro. Pada tahun 2023 Pe lme lrintah Kabupateln Bojone lgoro 

me lngubah ke lbijakan program be lasiswa Dua Sarjana Satu Delsa melnjadi program be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojone lgoro. Pe lnelrapan program be lasiswa Se lpuluh 

Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojonelgoro dalam Pelrda Nomor 8 Tahun 2020 Te lntang 

Pe lnye lle lnggaraan Pelndidikan di Kabupateln Bojonelgoro. Kebijakan tersebut memaksa 

pelme lrintah be lrtanggung jawab untuk ikut se lrta dalam prosels pe lnye lle lnggaraan pelndidikan 

yang te lrmasuk didalamnya te lrkait pelndanaan pelndidikan untuk me lningkatkan mutu 

pelndidikan pelme lrintah dapat melngalokasikan APBD untuk me lnjamin telrse lle lnggaranya 

prose ls pelndidikan. Hal tersebut dilanjutkan dengan diteltapkannya Pe lrbup Nomor 17 Tahun 

2023 Te lntang Be lasiswa Pre lstasi Pelndidikan Tinggi te lntang pelmbe lrian Belasiswa Pre lstasi 

Pe lndidikan Tinggi untuk me lningkatkan mutu pe lndidikan masyarakat di Kabupateln 

Bojone lgoro yang se ldang me lne lmpuh pe lndidikan tinggi, dapat dilihat dalam tabell 1. 

Tabel 1 Jelnis Program Belasiswa Prelstasi Pelndidikan Tinggi 

Jenis Beasiswa Sasaran 

Belasiswa Scielntist Mahasiswa belrprelstasi  

Belasiswa Selpuluh Sarjana Pelr Delsa Mahasiswa tidak mampu 

Belasiswa Tugas Akhir Mahasiswa selmelstelr akhir  

Belasiswa Relkognisi Pelmbellajaran Lampau (RPL) Pelrangkat Delsa 

Sumbe lr: (Disdik Kab.Bojone lgoro, 2023) 

d) Pemantauan Kebijakan 
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Pe lmantauan kelbijakan me lmungkinkan produksi informasi telntang pelnye lbab dan 

konse lkue lnsi ke lbijakan  (Lelly, Rizka, Re lndra, 2023). Pe lmantauan me lnye llidiki hubungan 

antara pellaksanaan kelbijakan dan kelbijakan (Sarjono & Sulistiadi, 2018). Mellalui pe lmantauan 

ke lbijakan informasi utama me lnge lnai kelbe lrhasilan dalam pelne lrapan kelbijakan dapat 

dikeltahui (Sulistyaningsih e lt al., 2020). Dampak dari dilaksanakannya suatu ke lbijakan tidak 

dapat dikeltahui selbe llum ke lbijakan dilaksanakan dan berdampak, misalnya program 

pelnyaluran dan pendidikan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa telrhadap masalah 

re lndahnya capaian yang ada di Kabupateln Bojone lgoro. Dinas Pe lndidikan Kabupateln 

Bojone lgoro me llalui pe lmantauan pellaksanaan ke lbijakan, pelnilaian kinelrja ke lbijakan selrta 

pellaporan hasil kelbijakan belrsinelrgi be lrsama pihak ke lcamatan untuk me llakukan sosialisasi 

te lrkait program be lasiswa agar informasi yang dibelrikan dapat me lnjangkau masyarakat 

Kabupateln Bojonelgoro yang be lrada di daelrah te lrpelncil. Pada gambar 2, dapat dilihat 

perkembangan penerima beasiswa pendidikan. 

 

Gambar 2. Penerima Beasiswa (Sumbe lr: Disdik Kab.Bojone lgoro., 2023) 

De lngan dilaksanakannya program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pe lr De lsa ini ditahun 

2023, te lrdapat pelningkatan angka pe lnelrima be lasiswa delngan tahun se lbellumnya se lrta 

pelrbe ldaan selrapan anggaran yang cukup tinggi yang dapat dilihat le lbih deltail pada tablel 

anggaran dibawah ini : 

Tabel 1.2 Dana Anggaran & Serapan Anggaran Beasiswa SESAR 

Tahun Anggaran Serapan 

2020 23,6 Milyar 1 Milyar 

2021 23,4 Milyar 2,2 Milyar 

2022 23,1 Milyar 5 Milyar 

2023 22,8 Milyar 14 Milyar 

Sumber: Disdik Kab.Bojonelgoro 2023. 

 Dari tabell diatas dapat disimpulkan bahwa se lrapan anggaran program Be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa melngalami pe lningkatan yang cukup signifikan lantaran 
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be lrtambahnya pelne lrima be lasiswa pada tahun 2023. Se lte llah dite lrapkannya ke lbijakan 

program be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa cukup me lmbe lrikan dampak positif telrhadap 

me lningkatnya capaian indikator IPM Kabupate ln Bojonelgoro dalam aspelk pe lndidikan selpelrti 

yang te lrdapat pada gambar dibawah ini :  

 
                       Gambar 3. Capaian IPM (Sumbe lr: BPS Kab.Bojone lgoro., 2023) 

Pada tahun 2023 Pe lrtumbuhan capaian IPM Bojone lgoro be lrada pada skala tinggi 

dimana pada tahun-tahun se lbe llumnya skala IPM Kabupateln Bojone lgoro hanya me lncapai 

skala se ldang. Hal ini te lntu me lrupakan dampak yang positif dari dite lrapkannya program 

be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupate ln Bojonelgoro. 

e) Evaluasi Kinerja Kebijakan 

E lvaluasi ke lbijakan dilakukan untuk me lnilai hasil yang didapat se ltellah ke lbijakan 

dilaksanakan, selrta me lngidelntifiksi ke lle lmahan dalam kelbijakan yang dapat dilakukan 

Pe lrbaikan di masa me lndatang (Adhayanto et al., 2019). Fungsi e lvaluasi dalam analisis 

ke lbijakan selbagai be lntuk pe lnilaian eltis yang me lmbantu me lnghasilkan informasi te lntang 

dampak kelbijakan telrhadap hasil yang dicapai (Arifin Utha elt al., 2022). Elvaluasi dapat 

dilakukan se lte llah ditelrapkannya ke lbijakan selhingga pe lrmasalahan yang me lnjadi ke lle lmahan 

dalam prosels pellaksanaan ke lbijakan dapat diidelntifikasi selhingga dapat dilakukan Pe lrbaikan 

dalam pelne lrapannya guna me lncapai ke lte lpatan (Rahman e lt al., 2023). Dari pe lngamatan 

dilapangan hasil telmuan pada pelnellitian ini hampir sama de lngan pelne llitian yang dilakukan 

ole lh Aidah Nahla yang me lne lmukan pe lrmasalahan dalam pellaksanaan ke lbijakan, dalam 

prose ls ke lbijakan program Be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojone lgoro juga 

ditelmukan be lbelrapa pelrmasalahan yang me lnjadi ke lndala dalam prose ls implelme lntasi 

ke lbijakan diantaranya:  

1. Banyaknya Persyaratan yang diberikan kepada Penerima Beasiswa 
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Banyaknya pe lrsyaratan dalam pelngajuan belasiswa me lnjadi faktor pe lnghambat dalam 

pellaksanaan ke lbijakan program be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pe lr De lsa di Kabupateln 

Bojone lgoro. Hal ini te lntu be lrpe lngaruh te lrhadap implelme lntasi ke lbijakan ini lantaran hanya 

se ldikit pelndaftar belasiswa yang bisa lolos kualifikasi. Tidak te lrpe lnuhinya kuota be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa me lnjadikan anggaran yang te llah disiapkan untuk program ini hanya 

dapat seldikit melngalami se lrapan. Dari banyaknya sisa kuota pelne lrima belasiswa yang be llum 

te lrpelnuhi Pe lme lrintah Kabupateln Bojonelgoro me lninjau ulang telrkait Pe lrsyaratan bagi 

pelne lrima belasiswa dalam rangka pelrluasan ke lmudahan dalam me lmpe lrole lh belasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa yang dilakukannya pelrubahan pada Pelraturan Bupati Nomor 34 

Tahun 2019. 

2.  Keterlambatan Pengumpulan Berkas Penerima Beasiswa 

Ke ltelrlambatan pelngumpulan belrkas-be lrkas pe lrsyaratan pelne lrima belasiswa belrakibat 

pada prosels pe lncairan dana belasiswa yang se lringkali me lngalami ke ltelrlambatan. Melskipun 

Dinas Pe lndidikan Kabupateln Bojone lgoro te llah me lmbe lrikan batas waktu pe lngumpulan 

be lrkas, namun batas waktu lama yang te llah dibelrikan tidak me lnjadikan jika pelnelrima 

be lasiswa selge lra me lngumpulkan be lrkas Pe lrsyaratan ke lpada pihak Dinas Pelndidikan 

Kabupateln Bojonelgoro. Hal ini lantaran banyaknya pelne lrima be lasiswa yang seldang 

me lne lmpuh pelndidikan tinggi diluar Kabupateln Bojone lgoro. 

Untuk me lngantisipasi mahasiswa yang telrlambat melngumpulkan be lrkas pelrsyaratan, 

pihak Dinas Pelndidikan Kabupateln Bojonelgoro me lngizinkan jika pelngumpulan be lrkas dapat 

diwakilkan ole lh pihak anggota ke lluarga atau dapat dikirim me llalui kantor pos belralamatkan 

Dinas Pelndidikan Kabupateln Bojone lgoro. Jika pada batas akhir pe lngumpulan be lrkas yang 

te llah diselpakati namun mahasiswa pelne lrima be lasiswa tidak kunjung me lngumpulkan be lrkas, 

maka akan ditinggalkan untuk pe lngajuan tahun te lrse lbut dan otomatis namanya sudah 

te lrdaftar selbagai pelne lrima belasiswa untuk tahun se llanjutnya.  

3. Inkonsistensi Pencairan Dana Beasiswa Setiap Tahunnya  

Tahap pelncairan dana be lasiswa me lrupakan pe lnyaluran dana dari Pelme lrintah Kabupateln 

ke lpada pelne lrima belasiswa me llalui Dinas Pe lndidikan Kabupateln Bojonelgoro ke lpada 

pelne lrima be lasiswa ke l re lke lning masing-masing pe lne lrima be lasiswa se ltiap selme lste lrnya yang 

dibelrikan se lcara at cost, selbagai  pelngganti pe lmbayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) se lme lste lr 

yang te llah dilalui selbe llumnya. Pe lncairan dana belasiswa me lnjadi faktor utama yang dapat 

me lmbantu mahasiswa dalam me lmbiayai kelbutuhan pelnddikan Pelrguruan tinggi. Untuk itu, 

tahap pelncairan dana be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa harus dilaksanakan selsuai delngan 

ke lte lntuan yang be lrlaku. Namun dalam prose ls pellaksanaannya pe lncairan dana belasiswa 
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Selpuluh Sarjana Pelr De lsa se ltiap tahunnya belrjalan tidak konsisteln.  

Te lrjadinya inkosistelnsi pe lncairan dana belasiswa Se lpuluh Sarjana Pe lr De lsa be lrasal 

dari ke ltelrlambatan pelngiriman be lrkas-be lrkas Pe lrsyaratan dari pe lnelrima be lasiswa 

me lngingat banyak mahasiswa pe lnelrima be lasiswa yang se ldang me lne lmpuh pe lndidikan tinggi 

diluar Kabupateln Bojone lgoro dan juga tidak se ldikit dari mahasiswa yang te lrlambat 

me lgumpulkan be lrkas-be lrkas dikare lnakan harus me lnunggu surat Pe lrnyataan dari kampus 

yang waktunya se lringkali me lle lbihi de ladlinel pelngumpulan be lrkas ke lpada pihak Dinas 

Pe lndidikan Kabupateln Bojone lgoro. Hal ini te lntu me lnjadi salah satu pe lnye lbab telrjadinya 

inkonsistelnsi dalam pelncairan dana belasiswa Selpuluh Sarjana di Kabupateln Bojone lgoro. 

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Proses Seleksi Berkas Mahasiswa  

Ke ltelrbatasan sumbelr daya dalam mellakukan ve lrifikasi data pelne lrima belasiswa juga 

me lnjadi salah satu faktor ke lndala dalam prose ls pellaksanaan kelbijakan program be lasiswa 

Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojone lgoro. Tim validator belrkas be lasiswa Selpuluh 

Sarjana Pelr De lsa be lrjumlah 15 orang staf se lkre ltariat yang te lrdiri dari Selkre ltaris Dinas 

Pe lndidikan Kabupateln Bojonelgoro, Kasubbag umum dan se lmua staf umum. Me lngingat 

banyaknya jumlah pelne lrima belasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa pada tahun 2023 me lncapai 

3800 pe lnelrima be lasiswa baru dan lanjutan. Untuk me lmastikan program ini telpat sasaran 

maka diPelrlukan pe lnye lle lksian data yang akurat agar tidak te lrjadi kelsalahan dalam ve lrifikasi 

data. Prose ls pelnye lle lksian administrasi program Be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa 

me lme lrlukan waktu yang lama me llihat jumlah pe lne lrima be lasiswa de lngan jumlah tim 

validator sangatlah tidak se limbang.  Kurangnya sumbelr daya manusia dalam prosels ve lrifikasi 

data pelne lrima be lasiswa me lnye lbakan prosels pelnge lce lkan be lrkas me lnjadi tidak e lfe lktif dan 

e lfisieln. 

Dari hasil e lvaluasi kine lrja ke lbijakan ditelmukan be lbe lrapa pelrmasalahan dalam 

pellaksanaan ke lbijakan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojonelgoro 

yang me lmpe lngaruhi prose ls implelme lntasi kelbijakan. Melski telrdapat ke lndala dalam prosels 

pellaksanaannya, pelnelrapan kelbijakan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa 

me lmbe lrikan hasil yang positif telrhadap pelningkatan IPM mellalui angka harapan lama 

se lkolah dan angka rata-rata lama se lkolah di Kabupateln Bojonelgoro.  

 

4. Simpulan  

Hasil pelne llitian dan analisis telrhadap ke lbijakan program be lasiswa Se lpuluh Sarjana 

Pe lr Delsa di Kabupateln Bojone lgoro be lrsandarkan pendapat Dunn, program be lasiswa Selpuluh 

Sarjana Pelr De lsa di Kabupateln Bojonelgoro be lrawal dari Pelrumusan munculnya masalah 
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publik te lrkait re lndahnya capaian Inde lks Pe lmbangunan Manusia. Re lkome lndasi ke lbijakan 

yakni be lasiswa Se lpuluh Sarjana Pelr De lsa yang mampu me lningkatkan capaian IPM di 

Kabupateln Bojonelgoro. Faktor yang me lme lngaruhi prose ls pellaksanaan ke lbijakan program 

be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa diantaranya banyaknya pe lrsyaratan bagi pelne lrima 

be lasiswa selhingga banyak calon pe lne lrima be lasiswa tidak lolos dalam se lle lksi administrasi 

lantaran tidak selsuai delngan pe lrsyaratan, ke ltelrlambatan pe lngumpulan be lrkas pe lne lrima 

be lasiswa ke lpada Dinas Pe lndidikan yang melnjadikan inkosistelnsi dalam pelncairan dana 

be lasiswa. Kelte lrbatasan sumbe lr daya dalam prose ls ve lrifikasi data pelnelrima be lasiswa. 

Ke lbijakan program be lasiswa Selpuluh Sarjana Pelr De lsa ini dapat me lningkatkan capaian 

indelks pe lndidikan di Kabupateln Bojonelgoro. De lngan delmikian ke lbijakan program be lasiswa 

Selpuluh Sarjana di Kabupateln Bojonelgoro dinilai cukup e lfe lktif untuk me lngatasi relndahnya 

capaian IPM di Kabupate ln Bojonelgoro dalam bidang pelndidikan. 
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